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Abstrak
 

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah

RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang

ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan

risalah RUPS tersebut ke dalam Akta PKR. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 pembuatan Akta PKR

didasarkan pada risalah RUPS yang tidak disertai tanda tangan pemegang saham dan kuasa. Rumusan

masalah dalam penulisan ini mencakup akibat hukum dan tanggung jawab notaris. Bentuk penulisan yang

digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang

diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terhadap Akta PKR

pembuatannya wajib memenuhi formalitas tertentu. Tidak terpenuhinya syarat formalitas, akan membuat

akta terindikasi batal demi hukum. MPW tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta autentik.

Untuk menjamin kepastian hukum, hakim dalam hal ini harus menyatakan bahwa akta yang bersangkutan

adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.  Pembuatan akta autentik yang menimbulkan kerugian

dapat menarik notaris dalam pertanggungjawaban baik secara perdata dan pidana.

......The Deed of Statement of Meeting Resolutions (SMR Deed) is an authentic deed made by the MoM that

shall be signed by the chairperson of the meeting, and at least one shareholder shall be appointed by and

from among those present, and the grant of PoA by the meeting to the directors or other parties to put the

MoM into the deed. In the decision of the Supervisory Council of the Notary Region of the Special Capital

Region of Jakarta Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 the SMR Deed made by the MoM

which does not requires shareholder signatures and PoA. Research questions on this thesis are legal result

and liability of notary. Research Method uses is normative juridical. This research uses secondary data

literature study and interview. The research show that the SMR Deed must fulfill certain formalities or it

indicates to be null and void. MPW does not have the authority to cancel authentic deed, but instead imposes

sanctions on the notary. In acquire legal certainty, the court must declare that the agreement is null and void.

In the event that authentic deed causes a loss, notary can be held responsible for civil and criminal sanctions.
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